1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan
oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan
yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian
tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem

peradilan pidana®

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-
sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan
yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui

! Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
1994, him.76.
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penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan
hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk
menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban
kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.?

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun
demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks
sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan
kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan
demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran
yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model
kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang
melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan

2 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 2.
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hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut
seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam
rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control
suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan

itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. >

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana
substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam
bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan
nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Secara toeritis penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep,

yaitu®:

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang
menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut
ditegakkan tanpa terkecuali

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber

% Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him.7.
4 Mardjono Reksodiputro, Op cit. him.78.
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daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi

masyarakat

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut
Muladi yaitu due process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat
diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari
proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan
penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka
atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.”

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap
batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku
kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk
mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar
pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum
dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk

disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem
peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai
dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang
menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

5 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 1997, him.62.
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Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan
ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-
undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan
bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum
dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di
dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi.
Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

B. Tindak Pidana Penyuapan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana
merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat
atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah
laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka
akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu
yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-
undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

daerah. ©

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang

®pPAF. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.
1996. him. 7.
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yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan
dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan’

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. ®

Menurut Victor M. Situmorang tindak pidana penyuapan adalah kejahatan yang
dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam pekerjaannya dan kejahatan mana

termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam KUHP:®

Pasal 209 Ayat (1) KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

kel  Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang
pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan
kewajibannya;

ke 2 Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab

atau

karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sesuai dengan pasal di atas maka diketahui bahwa tindak pidana penyuapan

merupakan suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang

" Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001.  him. 22

S pPAF. Lamintang op cit. him. 16.

® Victor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,
him.38.



22

pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu
penyuapan juga merupakan perbuatan memberi sesuatu kepada seorang pejabat
oleh sebab atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan jabatan

atau pekerjaannya.

Pasal 210 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
ke 1 Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang
hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim itu
tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
ke 2 Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang
yang menurut Kketentuan undang-undang ditentukan menjadi
penasihat untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan
maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan
diberikan tentang perkara yang diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili.
(2) Bila pemberian atau janji itu dilakukan dengan maksud agar dalam
perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sesuai dengan pasal di atas maka diketahui bahwa tindak pidana penyuapan dalam
ruang lingkup peradilan ditunjukkan oleh perilaku menjanjikan sesuatu kepada
seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim itu tentang
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Selain itu penyuapan adalah
perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri sidang
atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang
akan diberikan tentang perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Tujuan penyuapan adalah untuk mempengaruhi putusan hakim, agar terpidana
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dapat terbebas atau mendapat keringanan atas tuntutan hukum sebagai akibat dari
tindak pidana yang dilakukan.
Pengaturan pidana mengenai penerima suap dalam Pasal 419 KUHP sebagai
berikut:
Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:
ke 1 yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau
janji itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya;
ke 2 yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan
kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
Sesuai dengan pasal di atas maka diketahui bahwa termasuk dalam tindak pidana
penyuapan yaitu pejabat yang menerima suap berupa menerima hadiah atau janji,
padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk membujuknya
supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya. Selain itu pejabat yang menerima hadiah,
padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena dia telah

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan

dengan kewajibannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ada beberapa kategori suap menyuap, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
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50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau
huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1).

Pasal 6:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili; atau

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Berdasarkan pasal-pasal di atas diketahui bahwa dalam perbuatan suap menyuap
terdapat unsur pemberian dan maksud pemberian: *°
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu.

(1) Yang termasuk dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a adalah

baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat

terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam

9 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar
Grafika, Jakarta, 2008, him. 59-61
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Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya
fasilitas bermalam di suatu hotel berbintang. Memberi atau menjanjikan
sesuatu tersebut dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri
maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.

(2) Unsur “memberikan sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dalam Pasal 5
Ayat (1) huruf a, dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi
sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku

(3) Adapun yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang
diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Pada waktu
menerima “hadiah atau janji”, tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri
atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain.

b. Maksud suap

(1) Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan
tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat
keadaan sebagai berikut : a) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tidak merupakan kewajiban
yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang bersangkutan. b) Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat
sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat
pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yyang
bersangkutan atau dengan perkataan lain justru Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan
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kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

(2) Unsur “menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya* pada Pasal
12 Huruf a di dalam hukum pidana disebut “maksud selanjutnya” yang
tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai

melakukan tindak pidana.

C. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, untuk membantu kepala daerah menegakkan
Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di
setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi

Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan bagian
perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas

menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
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masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan
ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan
Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

f.  Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi

dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Sehubungan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang semakin maju
memerlukan anggota Polisi Pamong Praja yang mempunyai wawasan
pengetahuan yang luas profesionalisme dan sikap disiplin serta ketahanan mental
yang tinggi, sehingga dimungkinkan terwujudnya aparatur Polisi Pamong Praja
yang mempunyai pola pikir yang cepat, produktif, proaktif dan berwibawa disertai
dengan amal perbuatan dharma bhakti dan pengabdian yang nyata. Terlebih dalam
rangka pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada

daerah otonom.
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Tantangan yang perlu diwaspadai dan dijabarkan serta dikembangkan baik dalam
bentuk kebijaksanaan maupun gerak operasional Polisi Pamong Praja Pemerintah
pada dasarnya memiliki kewenangan strategis dalam membenahi ketimpangan
dan tidak tepatnya sasaran perencanaan pembangunan kota, melalui pengaturan
dan program-program Kkegiatan perencanaan kota yang bertujuan untuk

menciptakan suasana perkotaan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2010, Satpol PP berwenang:

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau

peraturan kepala daerah;

b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau

peraturan kepala daerah; dan
e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau

badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau peraturan kepala

daerah.

Memperhatikan tugas Polisi Pamong Praja terutama di lapangan sebagai

pembantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan
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Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat tersebut, maka Polisi
Pamong Praja dituntut untuk tanggap dan mampu menciptakan suatu kondisi
ketentraman dan ketertiban yang mantap dan terkendali, oleh sebab itu perlu
dilakukan suatu pembinaan yang meliputi berbagai usaha maupun tindakan dan
segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan,
pembangunan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan
dengan ketentraman dan Kketertiban secara berdayaguna dan berhasil guna
sehingga peranan Polisi Pamong Praja tersebut akan dapat lebih dirasakan
manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan
kemasyarakatan yang tertib aman dan teratur dalam kepedulian terhadap adanya
peraturan daerah yang diberlakukan.

Polisi Pamong Praja dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai
kinerja yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta
memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan
lebih konkret bagi Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Polisi Pamong Praja
dapat lebih dirasakan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan
pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa
mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta
semakin komplek masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan
masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan

yang semakin kompleks.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai hak sarana dan

prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi Pamong Praja dapat diberikan

tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugasnya, Polisi
Pamong Praja wajib:

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan

norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik polisi pamong praja;
c. Membantu menyelesaikan perselisinan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. Melaporkan kepada kepolisian negara republik indonesia atas ditemukannya

atau patut diduga adanya tindak pidana;

e. Menyerahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil daerah atas ditemukannya

atau patut diduga pelanggaran pada perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Menurut Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya
dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta
bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya
bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerja sama tersebut didasarkan
atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan
mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik

birokrasi.
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D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

u

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya
berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

(2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa
kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran
adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap
lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa,
terlihat dan diaktualisasikan.

(3) Faktor sarana dan fasilitas

1 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1986. him.8-11
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Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin
menjalankan peranan semestinya.
(4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan
hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,
maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
(5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.
Apabila peraturan-peraturan  perundang-undangan tidak sesuai atau
bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.



